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Imam Saleh lubis, Nim: 11621104179. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap 
Pernikahan Larangan Nikah muhallil. 
Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para Ulama fikih 
mendefenisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang 
disyariatkan oleh agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut syariat 
Islam pernikahan adalah menghalalkan hubungan suami istri (jima’), akan tetapi 
ini bukanlah tujuan tertinggi dalam syariat Islam. Berdasarkan maqasid Syariah 
tujuan tertinggi pernikahan adalah untuk ibadah, memelihara regenerasi, 
memelihara gen manusia (hifzu Nasb), dan masing-masing suami istri mendapat 
ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan. 
Aturan mengenai pernikahan mulai dari khitbah sampai perkara cerai 
sesungguhnya untuk memuliakan manusia, terlebih lagi para wanita dan untuk 
membedakan antara manusia dan hewan. Salah satunya hadits Rasullah 
„alaihissalam tentang dilaknatnya orang yang melakukan nikah muhallil. Namun, 
meskipin demikian masih saja dilakukan oleh sebagian orang. Maka, untuk lebih 
lanjut penulis rangkum dalam tiga rumusan masalah yaitu: Apa latar belakang 
orang melakukan nikah muhallil? Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap 
nikah muhallil ? dan, Bagaiaman tinjauan maqasid Syariah terhadap pelarangan 
nikah muhallil ?.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan di 
perpustakaan (library reseach). Data yang digunakan adalah data primer yaitu 
buku maqasid Syariah dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, 
dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan  yang ada kaitannya dengan 
permasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang seseorang melakukan 
nikah muhallil oleh rasa penyesalan kedua belah pihak, karena sudah melakukan 
perceraian talaq tiga dan ingin bersama kembali dan berdasarkan tinjauan maqasid 
syariah yang peneliti tulis, bahwa keharaman nikah muhallil oleh jumhur untuk 
memelihara agama (Din), kehormatan (Nafs) dan keturunan (Nasb). 
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A. Latar Belakang 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ini 
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya dengan cara memilih 
pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik.
1
 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang  bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
2
 
Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1: 
                                
                   
 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah 
menciptakan istrinya dan dari kedanya Allah 
memperkembangkanbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak…” 
(QS An-Nisa‟ : 1).
3
 
Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan 
untuk  menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka 
                                                             
1
 M.A Tihami, Fikih Munakahat Kajiam Fikih Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 
2009), h.6. 
2
 Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra 
Umbara, 2007), h. 2.  
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Jumnatul A‟ali-Art, 
2004), h. 36 h. 110.  
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membentuk dan  membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang 
masa. Setiap  pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir 
batin yang diikat  dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri 
sepanjang hayat. Pernikahan merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim 
yang berkemampuan lahir dan batin agar tidak terjerumus dalam perbuatan 
dosa. 
Kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul 
beberapa masalah dan tidak mudah membina pernikahan yang 
bahagia.Kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan istri, lalu kedua-
duanya sudah tidak menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, 
sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya.
4
 
Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, tetapi tidak berhasil, 
begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, tidak kunjung 
berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat. Allah 
SWT menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika 
obat selainnya tidak bermanfaat.
5
 Jika demikian, pernikahan bukan lagi 
menjadi sumber kebahagiaan  dan ketentraman yang diidamkan oleh semua 
pasangan.  
                                                             
4
Hasan Ayyub, Fiqh Usratil Muslimat, Alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Fikih 
Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 205. 
5
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta: AMZAH, 
2010), h. 330. 
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Adapun pengertian talak menurut Sayyid Sabiq yaitu talak berasal dari 
kata ithlaq, yang berarti melapaskan atau meninggalkan.Dalam istilah agama 
talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.
6
 
Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali 
kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam : 
1) Talak raj'iy. Menurut Ibn Rusyd bahwa talak raj'iy adalah suatu talak 
dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.
7
 
2) Talak bain. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak bain adalah talak 
yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tidak 
dapat lagi secara sepihak merujuki istrinya.
8
 
Talak bain ini terbagi pula dua macam : 
A. Bain Sugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari 




B. Bain Kubra, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan 
kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada 
mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah 
istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan 
laki-laki itu dan habis iddahnya. 
                                                             
6
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi 
Aksara, 2007), Cet ke 2, Jilid III, h. 135.  
 
7
Ibn Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 
H/1989 M), Juz II, h. 45  
 
8
Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah, Alih Bahasa oleh Anshori 
Umar Sitanggal, Fikih Wanita, (Semarang: CV Asy Syifa, 1986)), h. 411 
 
9
Djamaan Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 140. 
4 
 
Perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan 
penyesalan.Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri 
selama ini dengan rukun dandamai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan 
ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi  diluar pertimbangan dan 
logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang 
kelihatannya hanyalah kesalahannya saja, namun jika sudah bercerai 
teringatlah  kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya.  
Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya 
dengan talak ba‟in qubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, 
kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.
10
 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 230  
                                 
                
Artinya : Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka suami tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan 




Syari‟at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada 
perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalini hubungan perkawinan 
dengan laki-laki lain.  
Seorang yang menikahi perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya 
dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, 
inilah yang dinamakan dengan muhallil. 
                                                             
10
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Alih Bahasa, Bakar AB, Jakarta: 
PT Lentera Basritama, 2000), h. 453  
11
Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 36  
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Adapun pendapat sebagian ulama yang berhubungan dengan masalah 
nikah muhallil  ini adalah : 
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh syaikh Ahmad Muhammad 
Al-Hushari dalam kitabnya Tafsir Ayat-ayat Ahkam mengutip pendapat Malik 
bahwasanya Malik, Ahmad, Ats-Tsauri, Ahli Zahir dan lainnya berpendapat 
bahwa nikah muhallil adalah nikah batil, yakni perempuan yang ditalak bain 
tidak halal bagi suami yang mentalaknya, terlaksana talaknya dan sang istri 
tidak halal bagi suami kedua yang menikahi dengan tujuan agar sang istri 
halal bagi suami pertama.
12
 
Nikah muhallil menurut mazhab Hambali hukumnya adalah haram.
13
 
Disamping itu nikah ini adalah nikah yang temporal (sampai waktu tertentu) 




Hadits Nabi SAW yang melarang keras dan melaknat terhadap orang 
yang melakukan nikah muhallil : 
ٔعٍ ابٍ يسعٕد رضً هللا عُّ: نعٍ رسٕل هللا صهى هللا عهٍّ ٔسهى انًحهم ٔانًحهم نّ. رٔاِ 




Dari Ibnu Mas‟ud RA, ia berkata, Rasululla SAW melaknat muhallil 
(orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan 
suaminya yang pertama) dan muhalllalah (bekas suami yang 
                                                             
12
Ahmad Muhammad Al-Hushari, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Alih Bahasa oleh 
Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), Cet ke-1, h. 427. 
 
13
Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 9, Alih Bahasa oleh Mamduh Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2012), h. 651 
 
14
Ibid, h. 652 
15
Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,Sunan Turmudzi,(Mesir: Maktab Al-Matbah, 
1968), Juz III,h.418 
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menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR.Ahmad, An-Nasa‟i, At-
Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Alidiriwayatkan 
oleh Empat iman hadits). 
Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh 
mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni muhallil akan 
menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah 
melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini 




Namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan 
perkawinan seperti ini hanya formalitas dan jauh dari subtansi perkawinan. 
Pada nikahmuhallil ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses 
rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi 
istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya 
kemudian menceraikannya,  
setelah melakukan hubungan suami istri dengannya. Biasanya dalam 
beberapa praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran. 
Di dalam agama islam, ada tujuan yang dikehendaki oleh hukum 
Islam yang berkaitan dengan maslahat terlebih lagi dalam masalah 
perkawinan. Berkaitan dengan maslahat, al- Syatibi mempergunakan kata 
yang berbeda dengan kata maqasid al-Syariah sebagaimana yang dikutif dari 
ungkapannya sendiri: 
                                                             
16
Al-Basam, Abdullah Bin Abdurrahman,h.354. 
7 
 
 ْذِ انشزٌعت ٔضعج نخحمٍك يماصد انشارع فى لٍاو يصانٓى فى اندٌٍ ٔاندٍَا يعا
“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan 
manusia di dunia dan akhirat”  
Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi: 
انعباداالحكاو يشزٔعت نًصانح   
“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatn hamba”.
17
 Dari 
pernyataan al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid al-
Syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.  
Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat 
diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok  itu kata al-Syatibi adalah 
agama, jiwa,  keturunan, akal dan harta.
18
 
Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia 
merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya, di Indonesia 
pada khususnya atas kerja sama Mahkamah Agung dengan Departemen 
Agama  telah dikompilasikan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, 
dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli 
hukum Islam pada bulan februari 1988 dan tahun (1991) telah diberlakukan 
bagi umat Islam Indonesia.
19
 pernikahan berdasarkan Kompilasi hukum 
adalah: Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqann ghalidzan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
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Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah dengan kata lain disebut 
maqashid al-Syari‟ah. Secara bahasa, maqashid al-Syariah terdiri dari dua 
kata, yakni maqashid dan al-Syariah.
20
Pada intinya berarti maksud atau 
tujuan di syari‟atkannya hukum islam, yang secara operasional menitik 
beratkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan 
mempertimbangkan lima unsur yang harus di peliharan, yaitu : agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. 
Berdasarkan uraian ini pengharaman nikah muhallil di atas pasti 
didalamnya terdapat maqasid syariah (tujuan syariah) dan Indonesia sendiri 
perkawinan antara orang Islam diatur beradasarkan intruksi presiden R.I 
Nomor 1 Kompilasi Hukum Islam,  maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut, yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul: 
 “TINJAUAN MAQASID al-SYARIAH TERHADAP LARANGAN 
NIKAH MUHALLIL. 
B. Batasan Masalah 
Agar peneletian ini lebih terarah , maka penulis hanya memfokuskan 
penelitian ini pada tinjauan huku islam dalam aspek maqasid syariah terhadap  
larangan nikahmuhallil. 
 
C. Rumusan Masalah 
A. Faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah 
Muhallil ? 
B. Bagaimana pandangan imam empat mazhab tentang nikah Muhallil ? 
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C. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap larangan nikah Muhallil ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
A. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apa saja yang melarbelakangi seseorang melakukan 
nikah muhalill. 
b. Untuk mengetahui pandangan imam empat mazhab tentang nikah 
muhallil. 
c. Untuk mengetahui tinjauan maqashid al-syari‟ah terhadap larangan 
nikah muhallil. 
B. Kegunaan Penelitian 
a. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 
sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA 
RIAU. 
b. Sebagai sarana bagi penulis  untuk memperkaya ilmu pengetahun 
tentang fiqh secara umum. 
c. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik 




E. Metode Penelitian 
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada peoses penyimpulan 
10 
 
deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 
antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.
21
 
Penelitian kualitatif dimana kata kualitas menunjuk pada segi 
alamiah.
22
Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap 
keadaan yang bersifat alamiah.Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah 
memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara 
kompleks. 
Adapun dari segi tempatnya, penelitian ini sebagai jenis penelitian 
kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 
dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta 
mengolah bahan penelitian,
23
 yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam 
kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada 
relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Atau bisa juga dikatakan 
penelitian ini sebagai penelitian normatif (kepustakaan).Karena penelitian 
normatif sumbernya hanyalah data sekunder. 
2) Sumber Data 
Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka data 
primer tidak dipakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data 
sekunder diperoleh dari: 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Pendekatan Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2002), h. 2.  
 
23
 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2004), h. 3.  
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer pada kajian ini adalah buku maqasid al-
syariah, yaitu: buku Yusuf al-Qardhawi tentang Fiqih Maqasid as-
Syar‟iyah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Ahmad al-Mursi Husai 
Jauhar, Maqasid as-Syari‟yah, Jakarta: Amza, 2009), Muhammad Abdi al-
Maktsur, Maqasid as-Syar‟iyah: Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya 
Dalam Ijtihad, (Riau Suska Press, 2015), 
b. Bahan hukum sekunder 
Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti 
rancangan Undang-Undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. 
Diantaranya adalah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa 
Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab fiqih lainnya. 
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 
jurnal-jurnal yang terkait. 
3) Teknik Pengumpulan Data 
Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan 
metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara 
mencari dan mengakaji data – data dari buku – buku, dan sebagainya yang 




4) Analisis Data 
Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode 
Kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian melakukan 
analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, 
selanjutnya diambul kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang 
utuh terhadap masalah yang akan diteliti. 
5) Metode Penulisan 
Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
a. Deduktif 
Dengan metode ini, penulis memaparkan data- data yang 
bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data 
yang khusus. 
b. Deskriptif 
Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan 
benar masalah yang dibahas sesuai dengan data- data yang diperoleh, 
kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat 
sistematika berdasarkan bab. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima 





BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan 
masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitiandan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : LANDASAN PILOSOFIS PERKAWINAN 
Pada bab ini memuat tentang meliputi defenisi perkawinan, dasar 
hukum perkawinan, filosofi nikah dan macam-macam perkawinan 
yang dilarang. 
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUHALLIL 
Pada bab ini memuat tentang gambaran umumtentang nikah 
muhallil, yaitu pengertian nikah mualli, dasar hukumnikah muallil, 
syarat dan hukum nikah muhallil. Dalam bab ini juga menguraikan 
maqasyid syariah, tujuan maqasyid syariah dan klasifikasi maqasid 
syariah. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat tentang faktor yang melatarbelakangi 
seseorang melakukan pernikahan muhallil, pandanganempat 
mazhab tentang nikah muhallil, dan tinjaun hukum islam konsep 
maqasid syariah tentang larangan nikah muhallil. 








A. Pengertian Perkawinan 
Kata nikah dari bahasa Arab ح  كاٌ yang merupakan bentuk masdar dari 




Secara etimologi muhallil berarti menghalalkan sesuatu yang 
hukumnya  haram.
25
dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang 
menyebabkan seseorang  yang semula haram melangsungkan perkawinan 
menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat  menyebabkan halalnya orang lain 
melakukan perkawinan disebut muhallil. Orang yang halal melakukan 
perkawinan yang dilakukan muhallil disebut muhallalah2. Al Muhallil: 
Dinamakan atau disebut muhallil karena tujuannya adalah kehalalan  pada 
suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal.  Al Muhalla lahu: yakni 




Nikah muhallil adalah menikahi seseorang wanita yang di thalak tiga 
dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi 
suami pertama, maka suami kedua  menceraikan wanita tersebut. Yang 
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dimaksud dengan nikah muhallil adalah seorang muhallil (orang yang disuruh  
menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang ditalak ba‟in 
kubra, dengan  syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami 
pertama, ia menceraikan  wanita tersebut. 
Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya figih sunnah nikah muhallil 
adalah seorang  laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak riga 
kali dan sudah habis masa  iddahnya dan dia melakukan dukhul (hubungan 
suami istri) dengannya, kemudian  menthalaknya supaya perempuan itu halal 
dinikahi oleh suami yang pertama.
27
  Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya 
Bidayah Al-Mujtahid, mendefinisikan nikah  muhallil yaitu yang dimaksud 
dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang dithalak tiga  itu.
28
 
Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam  kitabnya al-Fiqh„Ala Mazahib 
al-Arba‟ah menyebutkan ada 3 makna nikah:
29
 
a. Menurut bahasa 
 و هى انىطء وانضى
Artinya: “Bersenggama atau bercampur”. 
b. Menurutsyar‟i 
 
Para ulama berbeda pendapat tentang makna syar‟i ini.Pendapat 
pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah watha‟ 
(bersenggama). 
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Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakekat dari nikah 
adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha‟. 
Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakekat dari adalah 
musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha‟. 
c. Maknafiqih 
 
Menurut ahli fiqh nikah berarti akad nikah yang ditetapkan oleh 
syara‟ bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang- senang 
dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. 
Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai 
berikut: 
Golongan Hanafiyah mendefenisikan nikah: 
 انُكاح بأَه عقد يفيد يهك انًتعة قصدا 
“Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan 
sengaja”. 
Golongan asy-Syafi‟iyah mendefenisikan nikah sebagai: 
 انُكاح بأَه عقد يتضًٍ يهك وطئ بهفظ اَكاح او تزويج او يعُا هًا
“Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan watha‟dengan 
menggunakan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan 
keduanya”. 
Golongan Malikiyah mendefenisikan nikah sebagai: 
 انُكاح بأَه عقد عهى يجسد يتعة انتهرذ باديية غيس يىجب قيًتها قبهه غيس
“Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum 
semata- mata untuk bersenang-senang dan menikmati apa yang ada 




Golongan Hanabilah mendefenisikan nikah sebagai: 
 انُكاح هى عقد بهفظ اَكاح او تزويج عهى يُفعة اال ستًاع
“Nikah adalah suatu akad dengan mempergunakan lafadz-lafadz 




Pengertian nikah tersebut diatas hanya melihat dari satu segi saja, 
yaitu kebolehan hokum dalam hubungan kelamin antara seorang laki- laki 
dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, 
padahal setiap perbuatan hokum mempunyai tujuan dan akibat ataupun 
pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa 
nikah atau ziwaj ituialah: 
عمد ٌفٍد حم انعشزة بٍٍ انزجم ٔانًزأة ٔحعأًَٓا ٌٔد يانكهًٍٓا يٍ حمٕق ٔياعهٍّ 
 يٍ ٔاجباث
“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 
hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan 
mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi 
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
4 
 
Sedangkan pengertian nikah menurut istilah, ada beberapandangan 
dari beberapa ahli, antaralain: 
a) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga 




b) Menurut Prof. Dr. H Harun Nasution, yang dimaksud nikah 








menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin 




c) Taqiyudin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai 




d) Menurut Muhammad Rifa‟i nikah adalah suatu akad yang 
menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan 




e) Menurut Muhammad Yunus perkawinan adalah akad antara calon 




f) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa 
perkawinan menurut hokum Islam adalah akad yang sangat kuat 
atau mitsyaqan gholizan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
35
 Hal tersebut sesuai dengan 
UU perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanitasebagai 
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suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36
 
2. Dasar Hukum Nikah 
 
Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup 
dan perkembangannya.Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan 
suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.Adapun dasar 
perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al- Qur‟an 
diantaranya. 
Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32: 
 
                       
                     
 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.
37
 
Dan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21: 
                     
                        
 
 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
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benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
38
 
Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadist nabi yang berisi anjuran- 
anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi 
orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan 
memilihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan 
yang tercela (terlarang). Maka perkawinan lebih baik baginya. 
“Dari Abdullah bin Mas‟ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
kepada kamu: Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu 
sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin 
itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan 
memilihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan 
sudah menginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat 




Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya 
perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah sunnah. 
Sedangkan menurut kesepakan ulama, bahwa perkawinan merupakan 
suatu yang disunnahkan. 
Dan menurut pendapat sebagian serjana hukum Islam, asal hukum 
melakukan nikah (perkawinan) adalah ibahah. Namun berdasarkan illatnya 
atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta 
tujuanmelaksankannya, maka maka melakukan perkawinan itu dapat 
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1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib 
 
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
kawin dikwatirkan akan tergelincirnya dalam perbuatan zina 
seandainya ia tidak kawin, maka hukum perkawinan bagi orang 
tersebut adalah wajib. 
2) Melakukan perkawinan hukumnya sunnah 
 
Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 
melangsungkan perkawinan, akan tetapi kalau tidak kawin kawin 
tidak dikwatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan 
perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. 
3) Melakukan perkawinan hukumnya haram 
 
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta 
tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, 
sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya 
dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah 
haram. 
4) Melakukan perkawinan hukumnya makruh 
 
Jika seseorang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya 
telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi 
belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau ia kawin hanya akan 
membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka 





5) Melakukan perkawinan hukumnya mubah 
 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 
tetapi apabila tidak melakukannya tidak kwatir melakukan 
perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan 
menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan 
untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 




B. Filosofi Pernikahan 
Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga 
mereka dapat berhubungan satu sama lain dari sejak manusia diciptakan oleh 
Allah SWT, yakni antara Adam as dengan Siti Hawa. Dari sini dapat 
dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan, 
sehingga Allah SWT menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui 
pranata yang dimaksud pernikahan. 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan.
42
 Pernikah juga sebuah lembaran kehidupan babak baru bagi 
setiap insan yang melakukannya. Ia adalah aktifitas kemanusiaan 
denganmakna luas dan berdimensi ibadah seperti ungkapan Nabi SAW 
 انُكاح سُتي
(nikah merupakan bahagian aktifitasku) meski demikian, aktifitas 
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ibadah tersebut tidak mutlak harus dilakukan secara paksa.Pernikahan yang 
memiliki kata dasar“nikah”berarti berkumpul atau akad yang membolehkan 
bersetubuh, berimpikasi kepada hukum mubah, sunnah, wajib, makruh 
bahkan haram. 
Aqad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status 
kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), di mana status kepemilikan 
akibat aqad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan 
biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri 
atau diikuti oleh lainnya yang dalam term fiqih disebut “Milku al-Intifa”, 
yaitu hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), 
yang untuk dirinyasendiri. Bagi perempuan (istri) sebagaimana si suami ia 
pun berhak memperoleh kenikmatan biologis yang sama, akan tetapi tidak 
bersifat khusus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini si istri boleh menikmati 
secara biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri suami 




Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang bersifat umum dan 
berlaku bagi semua mahluk termasuk di dalamnya hewan dan tumbuh- 
tumbuhan serta keberadaan malam berganti siang. Sebagaimana Allah 
berfirman dalam Surah Yasin ayat 36 : 
                                   
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 
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Pada kedua ayat di atas disebutkan “segala sesuatu berpasang- 
pasangan”, yang berarti meliputi semua mahluk ciptaan Allah.Firman Allah 
tersebut secara real dapat disaksikan melalui alam raya ini dan segala yang 
ada.Bentuk pasang-pasangan ciptaanNya merupakan realisasi keseimbangan 
kehidupan dunia yang mengikuti sunnatullah. 
C. Macam-macam Perkawinan Yang Terlarang 
Didalam ajaran Islam juga mengenal adanya beberapa bentuk  
pernikahan yang diharamkan, baik itu diharamkan karena tidak sesuai dengan 
tujuan pensyariatan maupun diharamkan karena disebabkan oleh sesuatu atau 
larangan syariat diantaranya adalah: 
1. Nikah Syighar 
 
yang dimaksud dengan nikah syigar yaitu seorang wali 
mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-
laki tadi menikahkan putrinya kepada laki-laki tersebut dengan tanpa 
mahar.
45
 al-Syigar istilah dalam bahasa berarti mempunyai seekor anjing 
sewaktu ia melintas, inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan 
pada bentuk pernikahan yang tidak diinginkan, karena ada persamaan 
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Mahar merupakan hak seorang wanita dan merupakan harta 
pribadinya, bukan semata hadiah dari pengantin laki-laki untuk dinikmati 
oleh orang tua pihak perempuan atau untuk mendapatkan keuntungan yang 
tak layak dengan menukar anak atau saudara perempuan untuk dinikahi 
kepada lelaki lain sebagai hadiah (bagi satu sama lain) tanpa membayar 
mas kawin. 
Pada masa sebelum Islam, syighar diakui sebagai suatu bentuk 
perkawinan yang kemudian dilarang oleh Nabi saw setelah datangnya 




Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan syighar itu pokoknya 
tidak diakui, karena hukumnya batal. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, 
kawin Syighar itu sah, hanya bagi tiap-tiap anak perempuan yang 
bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing- masing 
suaminya karena kedua laki-laki yang menjadikan pertukaran anak 
perempuannya sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukanlah 
sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam 
perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akad nikahnya 
sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan persyaratan memberikan 
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minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya disini tidaklah batal dan 
bagi perempuannya berhak atas mahar mitsl.
48
 
Para ulama berbeda pendapat tentang sebab-sebab dilarangnya 
perkawinan semacam ini karena tidak adanya mahar dan menjadikan 
kelamin sebagai hak bersama, dimana kelamin masing-masing perempuan 
dijadikan sebagai pembayaran mahar yang satu kepada yang lainnya, 
padahal perempuannya sendiri tidak ikut memperoleh faedah karena 
maharnya tidak diterima sedangkan yang menikmati faedah dari mahar 
tersebut adalah walinya. Hal ini berarti mendzhalami kedua perempuan 
tersebut dan merampas hak mahar dari perkawinannya. 
2. Nikah Mut’ah 
Mut‟ah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan seakan untuk 
waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang 
panjang maupun untuk waktu yang pendek, akad ini berakhir dengan 
berakhirnya waktu akad tanpa jatuh talak.
6
 
Nikah untuk waktu yang telah ditentukan artinya nikah yang 
terputus. Pernikahan ini diharamkan karena akadnya hanya semata-mata 
untuk bersenang- senang saja dan untuk memuaskan nafsu, nikah mut‟ah 
tidak bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau hidup senagai suami istri 
dengan membina rumah tangga yangsejahtera. 
Pernikahan mut‟ah bertentangan dengan hukum Al-quran tentang 
perkawinan, talak, iddah, dan waris. Dalam pernikahan mut‟ah tidak 
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mengenal aturan tentang  talak karena perkawinan itu akan berakhir dengan 
habisnya waktuyang telah ditentukan. Iddah dalam pernikahan mut‟ah itu 
dua kali haid, empat puluh hari bagi perempuan yang sudah tidak berdarah 
haid dan tidak mengenal adanya hak saling mewarisi bagi suami 
istritersebut. 
3. Akad Dengan Niat Mentalak 
Seseorang yang menikahi perempuan namun di dalam hatinya ada 
niat untuk menceraikannya, hukumnya sama seperti nikah mut‟ah, para 
ulama dan tokoh-tokoh sahabat melarang adanya nikah mut‟ah karena 
pernikahan itu hanya untuk waktu tertentu dan pernikahan dengan niat ingin 
menceraikannya sama seperti pernikahan untuk waktu tertentu
8
. 
4. Menikah Dengan Istri Yang Pernah Ditalak Tiga 
Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai tiga kali, 
maka ia tidak halal rujuk kepada istrinya kecuali istrinya sudah pernah 
menikah dengan laki-laki lain kemudian laki-laki tersebut menceraikannya 
dan habis masa iddahnya. Perkawinan harus perkawinan yang benar bukan 
untuk maksud muhallil 
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230 
                         
                     
          
kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 




yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-





Ayat di atas menjelaskan bahwa talak itu hanya dua kali yang 
boleh rujuk, maka jika suami telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali, 
istrinya sudah tidak halal lagi baginya. Sampai ada laki-laki lain yang 
menikah dengan perempuan tersebut secara resmi dan benar-benar ingin 
membangun rumah tangga dengannya.
10
 
Kemudian jika suami yang kedua menceraikannya, maka 
diperbolehkan bagi suami pertama untuk kembali rujuk atau hidup 
bersama lagi, tetapi dengan catatan keduanya berkeyakinan akan saling 
menghormati satu sama lainnya.
11
 
5. Nikah Tahlil 
a. Pengertian Nikah Tahlil 
Orang melayu menamakannya cina buta, yaitu perkawinan 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diceraikan 
suaminya sampai tiga kali.Setelah habis iddahnya perempuan itu 
diceraikan supaya halal dinikahi kembali oleh sumainya yang telah 
mentalaknya tiga kali.
 
Muhallil artinya menghalalkan,yaitu suatu bentuk pernikahan 
yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada 
mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah lebih dahulu 
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Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu 
seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali 
sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar 
mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. 
Mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang 
sudah ditalak tiga kemudian berdasarkan perjanjian istri tersebut 
diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya.
51
 
Hal ini berarti kawin akal-akalan untuk mempercepat 
berlangsungnya pernikahan suami pertama dengan mantan istrinya. 
Pernikahan akal-akalan seperti inilah yang akan disebut pernikahan 
muhallil dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut muhallil dan 




Nikahmuhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh 
seoranglaki- laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga 
kali oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan 
hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia 
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Ada beberapa macam pernikahan yang merupakan warisan 
dari masyarakat Jahiliyah, maka pernikahan muhallil juga termasuk 
warisan dari masyarakat tersebut. Maka sebelum pernikahan ini 
diharamkan dalam Islam, banyak diantara sahabat yang 
melakukannya, menurut keterangan beberapa ahli Hukum Islam, 
antara lain Ibnu Qudamah dalam bukunya yang berjudul ‚Al- 
Mughny‛ dan Sayyid Saabiq dalam bukunya yang berjudul ‚ Fiqhus 




b. Dasar Hukum Nikah muhallil 
Pernikahan muhallil adalah  pernikahan  yang  dilakukan  untuk 




Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik 
dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi nikah 
dengan mantan istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah 
dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.
56
 Hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 230: 
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                        
                      
            
 “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 





Suami yang menceraikan istrinya tiga kali itu sering ingin kembali 
lagi kepada mantan istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut 
ketentuan pernikahan, mungkin mennggu waktu yang lama. Untuk 
mempercepat maksudnya itu ia mencari laki-laki yang akan mengawini 
bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa 
setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan. Ini berarti pernikahan 
akal-akalan untuk cepat mengehentikan suatu yang diharamkan.
58
 
Sepakat Ahli Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan   
muhallil hukumnya haram, dengan mengemukakan dasar-dasarnya pada 
Hadis yang berbunyi: 
ٔعٍ ابٍ يسعٕد رضً هللا عُّ: نعٍ رسٕل هللا صهى هللا عهٍّ ٔسهى انًحهم ٔانًحهم نّ. رٔاِ 
احًد ٔانُسائ، ٔانخزيذي ٔصححّ، ٔفً انباب عٍ عهً، اخزجّ اال انُسائ
59
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Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,Sunan Turmudzi,(Mesir: Maktab Al-Matbah, 




“Dari Ibnu Mas‟ud RA, ia berkata, Rasululla SAW melaknat 
muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk 
menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhalllalah (bekas 
suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil).” (HR.Ahmad, 
An-Nasa‟i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, 







A. Pengertian dan Dasar Hukum Maqasyid Syariah. 
Secara bahasa maqashid syariah (يقصد شسيعة ) terdiri dari dua kata, 
yaitu maqshid dan syari‟ah. Kata maqshid merupakan jama‟ dari kata 
maqshid yang berarti maksud dan tujuan.
60
 Sedangkan syariahmasdar dari 
syara‟a yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-undang.
61
 
Gofur Sidik mengartikan syariah yaitu hukum-hukum Allah „Azza wa Jalla 




Sedangkan syariah secara bahasa dalam kamus Ilmu Ushul Fiqih 
adalah jalan menuju sumber air. (تذدز اني انًىاضع)
63
 . Yang berarti Jalan 
menuju air dapat di artikan jalan menuju kehidupan.
64
 Disebutkan dalam al-
Qur an, Allah Subhana wata‟ala menyatakan beberapa kata syariah 
diantaranya dalam Surah al-Jasiyah ayat 18 :  
                   
“Kemudian kami menjadikan engkau (Muhammad) mengikuti Syari‟at 
(Peraturan) dari agama itu. Maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau 
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Selain pengertian di atas juga muncul defenisi syariah yang lain. 
syariah menurut Muhammad Said Asmawi berarti “jalan menuju Allah „Azza 
wa Jalla”. Menurutnya pengertian ini mencakup aturan-aturan hukum yang 
diwahyukan dalam al-Qur an dan aturan-aturan yang termuat dalam hadits, 
dan selanjutnya tafsir, pendapat, ijtihad, fatwa serta keputusan hakim.
66
 
Sedangkan menurut Muhammad Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh 
Aibak, syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan pedoman bagi manusia 
dalam mengatur hubungan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim 
maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.
67
 
Dari makna maqsid dan syariah secara bahasa tersebut, kita dapat 
mengambil pengertian bahwa maqshid syariah adalah tujuan-tujuan dan 
rahasia-rahasia yang diletakkan Allah „Azza wa Jalla dan terkandung dalam 
setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat hukum.  
Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa maqshidas- syariah adalah nilai-
nilai dan sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari 
hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan 




Maqshid syariah menurut Syatibi, hukum Islam di syariatkan untuk 
mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di 
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akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik 
kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.
69
 
Sedangkan menurut Yusuf Qardawi maqashid  al- Syariah adalah tujuan yang 
menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam 
kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk 
individu, keluarga, jamaah, dan ummat.
70
 
Adapun inti dari pengertian-pengertian yang dikemukan di atas adalah 
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau 
disebut juga menarik manfaat menolak mudarat. Maqshid syariah dapat di 
istilahkan juga dengan kata maslahat, karena penetapan hukum Islam 
akhirnya harus bermuara kepada maslahat. 
Di dalam kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi menjelaskan bahwa 
seluruh hukum syara‟ secara bersamaan ditujukan untuk kemaslahatan hamba 
baik di dunia maupun akhirat. Banyak nash yang menjelaskan sebuah 
perintah atau larangan disertai dengan illat (alasan), sebab atau tujuan baik 
secara tersurat pada ayat-ayat Al qur an dan hadits (dalil naqli) atau tersirat. 
Di antara landasan maqshidsyariahseperti dikutip oleh Syatibi,
71
 adalah 
firman Allah sebagai berikut dalam Surah an-Nisa ayat 165:  
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                           
          
 
 “(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia 
membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah 




Ibnu katsir ketika menafsirkan ayat ini, mengemukakan bahwa Allah 
„Azza wa Jalla mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada 
orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti hal-hal yang diridoi-Nya. 
Allah „Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasul-




Ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah „Azza wa Jalla (maqasidal-
Syari‟) menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasulnya, yaitu agar 
tidak ada lagi alasan bagi orang kafir, munafiq, musyrik dan pendosa di 
hadapan Allah „Azza wa Jalla tentang kejahatan yang mereka lakukan. 
Berkali-kali para rasul mengingatkan mereka untuk tidak mengingkari Allah 
„Azza wa Jalla  dan jangan melakukan kemaksiatan, sebab hal itu 
mendatangkan murka dan Azab Allah „Azza wa Jalla. 
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Imam Syatibi memberikan beberapa contoh yang menunjukkan di 
dalam ayat terkandung syariat (maqshid) Misalnya, mengenai shalat, Allah 
Subhana wata‟ala berfirman dalam Surah al-Ankabut ayat 45: 
                    
                           
 
“bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 




Ibnu kasir dalam menafsirkan ayat ini bahwa shalat mengandung 
dua hal, didalam shalat mesti terkandung atau membuat pelaku untuk 




Sedangkan Abu „Aliyah mengatakan di dalam sholat mesti 
terkandung tiga hal, yaitu; ikhlas, takut kepada Allah dan mengingat Allah 
„Azza wa Jalla, Ikhlas akan pelakunya berbuat baik, takut mengerjakan 
kemungkaran serta mengingat Allah „Azza wa Jalla.
76
 
Berdasarkan ayat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah 
memerintahkan shalat agar seseorang tercegah dari melakukan perbuatan 
keji dan munkar. Sedangkan diayat lain Allah „Azza wa Jallah 
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menjelaskan shalat akan membuat seseorang menjadi tenang. Inilah dia 
antara maqshid al- Syariahdari perintah shalat.  
 
B. Sejarah Maqshid Syari’ah 
pada awalnya, kajian maqshid al- syariah menjadi kajian  dalam 
penerapan qiyas, istislah, atau al-maslahah al-Mursalah, terutama ketika 
membahas munasib‟illah atau masalaik al-„illah. Ini dapat dilihat dari kitab 
al-Burham fi Ushul al-Fiqh karya Imam al-Juwaini
77
. 
Kata al- Maqshid sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali 
digunakan oleh Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. 
Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan maqshidsyariah 
melalui buku-bukunya, al-Salah wa Maqasiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-
„illah, „illal al- Syariah, „llal al-Ubudiyah dan juga bukunya al-Faruq yang 
kemudian  diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya. 
Al-Ayyubib mencoba menyusun peta pemikiran para tokoh tentang 
maqshid syariah dengan pendekatan kronologis sejarah. Ia membagi dua 
babak atau periode maqshidyaitu era syatibi dan sebelumnya (era klasik) dan 
periodesasi agaknya dapat diterima, disebabkan antara lain; pertama, Syatibi 
dianggap sebagai Bapak maqshid Syari‟ah. Kedua, terdapat perbedaan yang 
mencolok antara kedua periode. Periode pertama dapat dianggap sebagai 
penyempurnaan dari teori mashlahah ulama-ulama klasik seperti Juwainy, al-
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Ghazali, al-Amidi, al-Razy dan sebagainya. Dalam hal ini dikecualikan Ibnu 
Taymiyah yang memiliki teori tersendiri tentang maqshid.
78
 
Sedangkan periode kedua tidak lagi terpaku kepada klasifikasi 
maqshid ulama klasik. Mereka menawarkan banyak konsep maqshid. Era ini 
secara subsantial, dimulia dari pemikiran Ibnu Taimiyah, dan mengalami 
kemajuan di era Ibnu „Asyur, Ahmad Raisuni Yusuf Qardawi dan sebagainya. 
Walaupaun  beberapa ahli Ushul lainnya masih sangat banyak yang 




Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi sebagaimana dikutif 
oleh Agustianto Mingka,
80
 sejarah maqshidal-Syariah dibagi menjadi dua 
fase, yaitu fase ibnu Taimiyah dan fase setelah Ibnu Taimiyah. Padahal yang 
lebih tepat sesungguhnya adalah membagi fase maqshidal- Syariah kepada 
sebelum al-Syatibi, karena sekian banyak ulama yang membahas maqshid, 
ternyata imam Syatibi-lah pembahasannya yang paling sistematis dan 
komprehensif dengan metodologi sofisticate yang belum ada sebelumya. 
Kemunculan al-Syatibi dengan kitabnya al-Muwafaqat membuka 
lembaran baru bagi evolusi teori maqshid. Sejak itu maqashid dibahas secara 
terpisah dari dalil-dalil dalam metode penemuan hukum,  








Agustino Mingka, Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah, (Ciputat: 




meskipun menjadi disiplin ilmu secara independen. Usaha al-Syatibi terus 
dielaboras oleh Muhammad Thahir Ibn Asyur dengan kitabnya maqshid al- 
Syariah al-Islamiyah. Dalam konteks ini, ilmu maqshid telah mendapat 
suntikan baru dan menjadi disiplin ilmu yang independen sebelumya menjadi 




C. Tujuan dan Klasifikasi Maqshid  Syari’ah 
Maqshid syari‟ah ialah tujuan al-Syari‟ (Allah „Azza wa Jalla dan 
Rasulullah Maqshid). Dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat 
ditelusuri dari Nash Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Maqshid, sebagai 




Menurut As-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam 
bukunya, tujuan pokok Syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan al-
Kulliyah al-Khamsah atau al-qowaid al-kulliyat. untuk kepentingan 




1. Kebutuhan Daruriyat 
Imam Syatibi menjelaskan daruriyatadalah hal-hal yang mesti ada 
untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang, 
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kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kehidupan akan 
rusak, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali 
dengan kerugian yang nyata.
84
 
Kebutuhan daruriyatialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau 
disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak ada 
terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di 
akhirat kelak. 
Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, 
daruriyatadalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada 
demi mejaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan 
kehidupan mereka. Kemaslahatan tidak akan terjaga, menyebar kekacauan 
dan kerusakan. Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan daruriyatdengan 
“sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna 
kehidupan manusia tanpa terpenuhi kehidupan tersebut.
85
 
Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu 
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.  
Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam  di turunkan. 
86
Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya 
yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman 
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Allah Subhana wata‟ala dalam mewajibkan jihad dalam Surah al-Baqarah 
ayat 193: 
                        
“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 
(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka 
berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), 





Dari ayat ini dapat diketahui bahwa tujuan di syariatkan perang adalah 
untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak 
umat manusia untuk menyembah Allah „Azza wa Jalla.
88
 
Cara menjaga lima kemaslahatan di atas, kata Imam Syatibi 
sebagaimana dikutip oleh Mohammad Abdi Almaksur dan Afrizal Ahmad, 
dapat ditempuh dengan dua cara. Yaitu: 
a. Dari segi adanya (min nahiyyati al-Wujud) yaitu dengan cara menjaga 
dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Hal 
ini dapat juga disebut dengan jalbu al-Masalih. 
b. Dari segi tidak ada (min nahiyyati al-„Adam) yaitu dengan cara 
mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Hal ini disebut juga 
dengan dar‟u al-Mafasid. 
Untuk lebih jelasnya, contoh maslahat daruriyatditinjau dari segi 
wujud dan „adam dapat dilihat di bawah ini:  
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a. Menjaga agama dari segi al-Wujud. Misalnya, Allah „Azza wa Jalla 
memerintahkan kaumnya untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. 
b. Menjaga agama dari segi al-„Adam. Misalnya, Allah „Azza wa Jalla 
memerintahkan kaum beriman untuk ber jihad. Serta melarang murtad. 
c. Menjaga jiwa dari segi al-Wujud. Misalnya, Allah „Azza wa Jalla  
menyuruh manusia untuk makan dan minum. 
d. Menjaga jiwa dari segi al-„Adam. Misalnya, Allah „Azza wa Jalla 
melarang untuk membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan 
hukuman qisas dan diyat bagi pembunuh. 
e. Menjaga „aqal dari segi al-Wujud. Misalnya, Islam menyuruh kaum 
muslimin untuk mencari ilmu. 
f. Menjaga aqal dari segi al-„Adam. Misalnya, Islam mensyariatkan 
keharaman minum khamar dan melaksanakan had bagi peminumnya. 
g. Menjaga keturunan (al-nasal) dari segi al-Wujud. Misalnya, Islam 
mensyariatkan pernikahan. 
h. Menjaga keturunan (al-Nasal) dari segi al-„Adam. Misalnya, Islam 
mensyariatkan larangan berzina serta pelaksanaan had bagi pelakunya dan 
bagi penuduh zina. 
i. Menjaga al-Mal dari segi al-Wujud. Misalnya, Islam mensyariatkan jual 




j. Menjaga al-Mal dari segi al-Adam. Misalnya, Islam mengharamkan riba, 
dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri.
89
 
2. Kebutuhan Hajiyat 
Syatibi menyebutkan hajiyatadalah sesuatu yang sebaiknya ada agar 
dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila 
sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian 




Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan skunder, dimana 
bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun 
akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. 
Adanya hukum rukhsah (keringanan seperti dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, 
adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam  terhadap kebutuhan ini. 
Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum 
rukhsah (keringanan) bilamana kenyataanya mendapat kesulitan dalam 
menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak 
berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat 
mengganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang sakit. 
Kebolehan meninggalkan dan diganti pada hari yang lain adalah merupakan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat.  
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Di dalam bidang agama dalam rangka jalbu manfaat umpamanya 
mempelajari agama di sekolah untuk dapat mempelajari agama itu dengan 
baik. Tanpa bersekolahpun agama itu tidak hilang, namun mendapat 
kesulitan dalam menjalankannya. Contoh dalam daf‟u mudorat umpamanya 
mengolok-olok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan 
agama, namun dalam jangka jauh kalu tidak diantisipasi juga dapat 
menghancurkan agama itu sendiri.
91
 
3. Kebutuhan Tahsiniyat 
Kebutuhan tahsiniyat ini dapat diartikan, sebagaimana diartikan oleh 
Amir Syarifuddin, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk jalbu 
manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk daf‟u mudorat. Artinya kalau 
ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan 
agama dan tidak akan mengurangi keberagamaan itu. Namun lebih baik 
dilakukan. Umpanya belajar agama diperguruan tinggi.
92
 
Tiga tingkat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan 
urutan kepentigan, artinya apabila terjadi benturan antara tingakat 
dharuridengan tingkat haji, maka yang didahulukan adalah tingkatdharuri.. 
Contohnya, seorang dokter melihat aurat pasiennya perempuan dalam 
melakukan operasi kelahiran. Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat 
haji, sedangkan melakukan operasi dalam menyalamatkan nyawa adalah 
suruhan dalam tingkat dharuri. 
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Untuk lebih rincinya lagi maslahat yang telah disebutkan di atas.
93
 
Akan dijelaskaan secara rinci berikut ini: 
1. Memelihara Agama hifzu ad-Din) 
Agama dalam pandangan Islam mempunyai peran yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai 
esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan 
pada malam hari tanpa belita. Seorang filosof pernah berkata, banyak 
komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni, dan filsafat, tetapi tidak pernah 
ditemukan sebuah kelompok manusia yang hidup tanpa agama. Kenyataan 
bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan 
dalam agama Islam, yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.
94
 
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang 
di atas permukaan bumi, yaitu sejak manusia itu hidup tak bisa terlepas dari 
aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhana wata‟ala 
dalam Surah al-Fatir ayat 24 : 
                
”Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran 
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai telah ada padanya 
seorang pemberi peringatan (QS. al-Fa>tir [5]: ayat 24).
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Para ulama mengemukakan contoh hifzu al-din ini, antara lain; Allah 
„Azza wa Jalla mensyariatkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, 
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seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji 
(rukun islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi wujud. Abdul 




Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta‟ati 
seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari 
memelihara agama hifzu al-din) dari segi wujud. Sedangkan menjauhi semua 
larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan 
dari pemeliharaan agama hifzu al-din) dari segi „adam.
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Menjaga dan memelihara agama berdasarkan prioritasnya dapat 
dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 
a. Memelihara agama dalam prioritas  dharuriyat (pokok), yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewajiban agama termasuk kedalam 
prioritas utama atau primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. 
Apabila shalat diabaikan maka akan terancamlah kebutuhan agama. 
b. Memelihara agama dalam prioritas hajiyat, yaitu melaksanakan 
ketentuan agama dalam rangka menghindari kesulitan seperti shalat 
jama‟ dan qhasar bagi orang yang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak 
dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya 
akan mempersulit orang yang sedang bepergian tersebut. 
c. Memelihara agama dalam prioritas tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk 
agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi 
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pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Contohnya adalah memakai 
pakaian yang baik dan bersih ketika pergi ke masjid. Hal ini erat 
kaitannya dengan etika dan akhlak terpuji. Apabila hal ini tidak 
dilakukan maka tidak akan  mengganggu eksistensi agama dan tidak akan 
mempersulit orang yang melakukannya. Artinya, tidak ada pakaian yang 
baik maka dia meninggalkan shalat di masjid jangan sampai karena tidak 




Berkenaan dengan cara (was}ilah/masalik) memelihara Agama, 
Abd al-Majid al-Najjar memberikan penjelasan, sebagaimana di kutip 
oleh Mohammad Abdi Al-Maktsur dan Afrizal Ah}mad. Menurutnya, 
ada beberapa cara (masalik) dalam memelihara agama, antara lain.
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1) Memelihara agama dengan memenuhi sebab-sebabnya, Artinya, 
menjaga menjaga keberlangsungan eksistensi agama. 
2) Memelihara agama dengan memberikan kemudahan dalam 
menjalankan ajaran-ajaran agama. 
3) Memelihara agama dengan melakukan ijtihad, sebab hukum asal 
agama tidak berubah, serta persoalan manusia berkembang, maka 
dibutuhkan ijtihad dalam rangka memelihara agama. 
4) Memelihara agama dengan menganjurkan dan melaksanakan 
dakwah. Dakwah merupakan upaya ummat Islam dalam memelihara 
pemahaman, pelaksanaan dan keberadaan agama. 
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5) Memelihara agama dengan mendirikan negara yang akan menjaga 
hubungan anatar individu dan masyarakat.  
Negara diharapkan dapat menjaga pelaksanaan hukum islam dalam 
masyarakat. Ulama mengatakan bahwa mendirikan agama sebagai upaya 
memelihara agama dihukumkan wajib. 
6) Memelihara agama dengan mengantisipasi rintangan yang ada, 
antara lain berupa: a) godaan nafsu; b) serangan pemikiran; c) 
Penyimpangan; d) berita bohong/penipuan. 
7) Memelihara agama dengan perintah dan pelaksanaan jihad. 
Memelihara agama hifzu al-din) merupakan pondasi bagi sekalian 
kewajiban dan maqshid syari‟ah lainnya. Tanpa pilar ini, kewajiban 
lainnya tidaklah bermakna. Bahkan tujuan ini, meliputi tujuan-tujuan 
lainnya. Tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, 
mestinya mengacu kepada tujuan pemeliharaan agama. Artinya, ketika 
manusia melakukan segala sesuatu karena Allah, mengacu kepada tujuan 




2. Memelihara Jiwa (Hifzun-Nafs) 
Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali
101
 
menempatkan hifzun nafs (menjaga jiwa) sampaikan, pendapat bahwa 
sebagai urutan kedua setelah hifzu-din. 
                                                             
100
Mohammad Abdi al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, Op.Cit, h. 70-71. 
 
101
Lihat, Imam Al-Ghazali, Al-Mustafa fi „Ilm Al Ushul, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 




Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari‟at) yang Allah 




Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hifzun-nafs adalah 
menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia, sejalan dengan 
firman Allah Subhana wata‟ala dalam al-Quran surah al-Isra‟ ayat 70 : 
                        
   
“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. 




Kata Amir Syarifuddin, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan 
ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu manfa‟atin Dalam Al-qur an 
ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu.
104
 
Diantaranya dalam Surah at-Tahrim ayat 6:  
                 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka (QS. at-Tahrim[66]: ayat 6)
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Memelihara jiwa berdasarkan skala prioritassnya dapat dibedakan 
menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
a. Memelihara dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan 
makanan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 
b. Memelihara dalam tingkat hajiyatseperti menikmati makanan-makanan 
lezat. 




Al-Najjar memaknai hifzu al-nafs dengan menjaga manusia seutuhnya, 
meliputi jiwa dan raganya; materi (jism) dan immateri (maknawi).  
Islam datang untk menjaga kedua dimensi ini. Adapun cara (masalik) 
dalam memelihara jiwa (nafs) sebagai berikut; 
1) Memelihara dimensi materi manusia (jism). Islam melarang manusia 
menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Islam mengajarkan 
pemeliharaan tubuh, berolah raga, memelihara pertumbuhan badan. 
2) Memelihara dimensi immateri (maknawi) manusia yang meliputi; 
menjaga kesucian diri dan menjaga keamanan (rasa aman).
107
 
3. Memlihara akal hifzuul-‘Aql). 
Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia 
karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah 
lainnya. Oleh karena itu, Allah selalu menyuruh manusia untuk 
memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan 
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sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangkain 
jalbu manfa‟ah. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah 
menuntut ilmu atau belajar.
108
 
Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma‟rifat 
kepada tuhan-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. 
Ditemukan dalam Al-qur an isyarat untuk menuntut ilmu. Diantaranya adalah 
firman Allah Subhana wata‟ala dalam al-Quran Surah al-Mujaddalah ayat 58: 
                 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 




Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan 
antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan 
merusaknya, atau menjadi pemiliknya sumber kejahatan dan sampah dalam 
masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.
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Memelihara akal berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan 
menjadi tiga, yaitu: 
a. Memelihara akal dalam tingkat daruriyatseperti diharamkannya 
minuman-minuman keras.  
b. Hal ini kalau tidak di indahkan akan berakibat patal, yaitu kerusakan 
akal. 
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c. Memelihara akal dalam tingkat hajiyatseperti anjuran untuk menuntut 
ilmu. Hal ini jika tidak di indahkan tidak akan sampai merusak akal. 
d. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri 
dari mengahayal. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan akhlak dan 
tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
111
 
4. Memelihara keturunan hifzuul-Nazl) 
Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri 
seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan 
kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara 
nasab agar jelas. Islam menentang pergaulan bebas yang sering membawa 
kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, 
yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi keluarganya. Untuk itu, dalam 




Melindungi keturunan hifzu-nasl) berdasarkan prioritasnya dapat 
dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
a. Memelihara keturunan dalam tingkat daruriyat seperti disyariatkannya 
nikah dan dilarangnya berzina. Aturan ini jika tidak dipenuhi akan 
mengancam keutuhan keturunan 
b. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat seperti di syariatkannya 
menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan 
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hak talak bagi suami, hal ini tidak dilakukan akan menyibukkan suami, 
karena ia harus membayar mahar mitsl. 
c. Memlihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti di syariatkannya 
hitbah atau meminang dan walimah dalam perkawinan.
113
 
5. Memelihara harta hifzuul-mal) 
Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan 
bahwa untuk berupaya untuk mencari serta berupaya mendapatkan harta, 
Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan 
mu‟amalah (hubungan usaha), muhadalah (tukar menukar), tijarah 
(perdagangan) dan mudorobah (berniaga dengan harta orang lain.
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Memelihara harta dilihat berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan 
menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut: 
a. Memelihara harta dalam tingkat daruriyat, seperti disyariatkannya tata 
cara pemilikan harta yang baik dan larangan mengambil harta orang lain. 
b. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti disyariatkannya jual beli 
dengan jalan salam. 
c. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya anjuran 
menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan 
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Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Latar belakang pernikahan tahlil ini biasanya di latar belakangi oleh rasa 
penyesalan kedua belah pihak, karena sudah melakukan perceraian talaq 
tiga dan ingin bersama kembali. Sehingga kemudian dapat akal, yaitu 
menyewa orang buat mengawini perempuan itu. 
2. Mayoritas ulama mengharamkan pernikahan tahlil. Mereka berpendapat, 
karena penetapan sayarat niat nikah tahlil, baik diucapkan maupun 
sekedar diniatkan tetap diharamkan karena tujuan di dalam akad harus 
diungkapkan, dan sebagaimana diketahui setiap perbuatan tergantung 
pada niat. Namun, di antara ulama ada yang memperbolehkan nikah 
tahlil apabila niat untuk melakukannya tidak diucapkan ketika akad. 
Imam Syafii berkata, nikah tahlil yang merusak sahnya pernikahan 
perempuan dengan mensyaratkan nikah tahlil, kemudian 
menceraikannya. 
3. Tinjaun maqasid syariah terhadap nikah tahlil adalah, bahwa pernikahan 
itu salah satunya untuk ibadah dan membuat anak-anak jadi mulia serta 
memelihara nasab yang oleh agama Islam sangat diperhatikan sekali. 
Maka, denga konsep maqasid Syariah nikah tahlil sangat mencederai dari 





1. Saran untuk para kawan-kawan para akademisi teruslah belajar lebih giat, 
karena hukum islam akan terus berkembang. 
2. Untuk para suami istri teruslah mencari ilmu, agar rumah tangga ketika 
ada masalah bisa diselesaikan tanpa mudah mengahiri hubungan/cerai 
talaq.  
3. Untuk para penyuluh hukum, agar lebih banyak memberikan penyuluhan 
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